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Sebagaimana diketahui, Sistem Pengendalian Intern 

Pemerintah (SPIP) adalah proses integral pada Tindakan 

dan kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus oleh 

pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan 

keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi 

melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan 

pelaporan keuangan, pengamanan asset negara dan 

ketaaatan terhadap peraturan perundang-undangan. 

Pengelolaan Risiko di Lingkungan BKPSDM Kabupaten 

Purwakarta ini disusun sebagai upaya mengintegrasikan 

antar SPIP dan antar sub unsur Pengelolaan Risiko 

sehingga wajib diselenggarakan, dengan harapan dapat 

mendorong peningkatan implementasi SPIP di 

Pemerintah Kabupaten Purwakarta. 

A. Latar Belakang 

Sistem Pengendalian Intern merupakan suatu hal 

yang mutlak harus dibangun dan dilaksanakan 

dalam suatu organisasi. Sistem Pengendalian 

Intern yang baik akan memberikan kualitas kinerja 

yang baik dalam penyelenggaraan pemerintahan 

yang memenuhi prinsip-prinsip good governance. 

 

Untuk meningkatkan penerapan Sistem 

Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) diperlukan 

peniliaian dan pengelolaan risiko yang baik sesuai 

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 

2008 tentang Sistem Pengendalian Intern 

Pemerintah dan Peraturan Bupati Purwakarta 

Nomor 74 Tahun 2022 tentang Perubahan 

Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 71 Tahun 

2021 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di 

Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta.  

 

 

 

Dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah 

Nomor 60 Tahun 2008 pada tanggal 28 Agustus 

2008, maka unit/satuan kerja instansi Pemerintah 

diharapkan dapat mengidentifikasi terjadinya 

deviasi atau penyimpangan atas pelaksanaan 

kegiatan dibandingkan dengan rencana. Hal ini 

dimaksudkan sebagai umpan balik untuk 

melakukan tindakan koreksi atau perbaikan dalam 

mencapai tujuan organisasi. Lebih lanjut, dalam 

Peraturan Pemerintah tersebut disebutkan bahwa 

penilaian risiko terdiri atas identifikasi risiko dan 

analisis risiko. 

 

 

Subtitle goes here 

Generators on the Internet tend to repeat 

Manajemen risiko yang baik 

adalah seperti payung. Lebih 

baik sedia payung sebelum 

hujan, daripada kehujanan 

tanpa payung 

 

02 
PENDAHULUAN 
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1. 

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 

tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 

Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4890) 

 

2 

Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan 

dan Pembangunan Nomor Per-1326KILB2009 

tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem 

Pengendalian Intern Pemerintah 

 

 

3 

Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan 

dan Pembangunan Nomor Per – 688KD42012 

tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Risiko di 

Lingkungan  Instansi Pemerintah; 

 

 

4 

Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 74 Tahun 

2022 tentang Perubahan Peraturan Bupati 

Purwakarta Nomor 71 Tahun 2021 tentang 

Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan 

Pemerintah Kabupaten Purwakarta. 

 

B.DASAR HUKUM 
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D. Ruang Lingkup 

Ruang lingkup kegiatan penilaian 

risiko pada BKPSDM Kabupaten 

Purwakarta meliputi Sekretariat 

dan seluruh Bidang yang berada di 

lingkungan BKPSDM Kabupaten 

Purwakarta sampai dengan 

Triwulan I Tahun 2024. 

C. Maksud dan Tujuan 

Penyusunan laporan pengelolaan 

risiko di lingkungan BKPSDM 

Kabupaten Purwakarta bertujuan 

sebagai implementasi fungsi 

komunikasi dan pemantauan oleh 

Pemilik Risiko dalam mencapai 

tujuannya.  
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No Risiko Prioritas Kode Risiko
Skala 

Risiko
Pemilik Risiko Penyebab Dampak

1 2 3 4 5 6 7

I

1.1 Terdapat ASN yang tidak 

melaksanakan pendidikan 

lanjutan

RSP.24.01.05.01 12 Kepala Daerah Kurangnya minat ASN untuk 

melanjutkan pendidikan 

formalnya

Rendahnya Dimensi 

Kualifikasi ASN

1.2 Rendahnya Pemahaman 

Aparatur Sipil Negara 

mengenai penerapan Sistem 

Merit dalam Kebijakan dan 

Manajemen ASN

RSP.24.01.05.02 12 Kepala Daerah Kurangnya sosialisasi 

mengenai Sistem Merit dan 

pentingnya penerapan Sistem 

Merit dalam manajemen ASN

Rendahnya penerapan 

Sistem Merit

II

2.1 Banyak ASN yang tidak 

mengikuti pengembangan 

kompetensi

RSO.24.38.30.01 12 Kepala Badan Penyelenggaraan diklat yang 

terbatas

Rendahnya Dimensi 

Kompetensi ASN

2.4 Ketidakselarasan target 

kinerja unit kerja/instansi 

dengan target kinerja individu 

serta pengukuran kinerjanya

RSO.24.38.30.06 9 Kepala Badan Kurangnya pemahaman 

mengenai keselarasan target 

kinerja dan pengukuran 

kinerja

Pengukuran kinerja 

menjadi tidak 

transparan dan objektif

2.5 Rendahnya jumlah pegawai 

fungsional

RSO.24.38.30.08 12 Kepala Bidang 

Pengembangan 

SDM

Rendahnya minat pegawai 

untuk mengikuti uji 

kompetensi jabatan fungsional

Kekosongan jabatan 

fungsional

2.6 Terdapat pegawai fungsional 

yang tidak memiliki sertifikat 

kompetensi

RSO.24.38.30.09 9 Kepala Bidang 

Pengembangan 

SDM

Pegawai fungsional tidak 

memiliki minat untuk mengikuti 

pengembangan kompetensi

Rendahnya pegawai 

fungsional yang 

memiliki sertifikat 2.11 Tidak ada update data 

kepegawaian yang dilakukan 

peserta pendidikan dan 

RSO.24.38.30.17 12 Kepala Badan Update data setelah 

pelaksanaan pendidikan dan 

pelatihan tidak menjadi 

Rendahnya dimensi 

kualifikasi dan 

kompetensi ASN

Risiko Strategis Pemda

RISIKO STRATEGIS OPD URUSAN UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN

03 

 
RENCANA DAN REALISASI 

KEGIATAN PENGELOLAAN 

RISIKO 

1. Risiko Prioritas 

Jumlah risiko prioritas yang telah ditentukan pada Badan Kepegawaian dan 

Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Purwakarta sebanyak 11 (sebelas) 

risiko, dengan rincian sebagai berikut: 
  

A. Rencana Kegiatan 

Pengelolaan Risiko 



 8 LAPORAN PENGELOLAAN RISIKO RIWULAN I TAHUN 2024 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No. Risiko Prioritas
Uraian Pengendalian 

yang Sudah Ada

Celah 

Pengendalian

Rencana Tindak 

Pengendalian

Pemilik / 

Penanggung 

Jawab

Target Waktu 

Penyelesaian

a b c d e f g

I

1 Terdapat ASN yang 

tidak melaksanakan 

pendidikan lanjutan

Mensosialisasikan 

informasi beasiswa dan 

program pendidikan 

lanjutan ke seluruh 

Pengelola 

Kepegawaian, baik yang 

biayai APBD maupun 

kerjasama beasiswa 

dari kementrian

Informasi tidak 

sampai secara 

menyeluruh ke 

pegawai

Mensosialisasikan 

kembali informasi 

beasiswa dan program 

pendidikan lanjutan ke 

seluruh media sosial

Kepala Daerah TW III

2 Rendahnya 

Pemahaman Aparatur 

Sipil Negara mengenai 

penerapan Sistem 

Merit dalam Kebijakan 

dan Manajemen ASN

Mensosialisasikan 

informasi Mengenai 

penerapan Sistem Merit 

melalui medsos

Informasi tidak 

sampai secara 

menyeluruh ke 

pegawai

Mensosialisasikan 

kembali informasi 

Mengenai penerapan 

Sistem Merit melalui 

medsos secara berkala 

dan melalui pelaksanaan 

bimtek atau sosialisasi 

perundang-undangan

Kepala Daerah TW I -TW IV

II

1 Banyak ASN yang 

tidak mengikuti 

pengembangan 

kompetensi

Pelaksanaan diklat 

secara bergiliran

Keterbatasan 

jumlah 

pelaksanaan dan 

jumlah peserta 

diklat

Menambah jumlah 

pelaksanaan dan jumlah 

peserta diklat

Kepala Badan TW I - TW IV

2 Ketidakselarasan 

target kinerja unit 

kerja/instansi dengan 

target kinerja individu 

serta pengukuran 

kinerjanya

Melaksanakan 

bimbingan teknis SKP

Informasi tidak 

sampai secara 

menyeluruh ke 

pegawai

Membuka coaching 

clinic penyusunan SKP

Kepala Badan TW II

3 Rendahnya jumlah 

pegawai fungsional

Mensosialisasikan 

informasi pelaksanaan 

uji kompetensi Jabatan 

Fungsional ke seluruh 

Pengelola Kepegawaian

Jumlah peserta 

yang mengikuti 

dan lulus uji 

kompetensi 

rendah

Mensosialisasikan 

kembali informasi 

pelaksanaan uji 

kompetensi melalui 

media sosial secara 

berkala

Kepala Bidang 

Pengembangan 

SDM

TW I

4 Tidak ada update data 

kepegawaian yang 

dilakukan peserta 

pendidikan dan 

pelatihan

Telah dikembangkan 

aplikasi update data 

kepegawaian online 

untuk mempermudah 

proses update data.

Masih banyak 

peserta yang 

belum memahami 

dengan baik 

pentingnya update 

data 

kepegawaian.

Mempermudah proses 

update data 

kepegawaian melalui 

aplikasi.

Kepala Bidang 

Pengadaan

TW III

III

1 disfungsi sistem atau 

sistem tidak bisa 

digunakan

Melakukan pemeliharaan 

sistem secara berkala 

untuk mencegah 

terjadinya kerusakan 

sistem.

Frekuensi 

pemeliharaan 

sistem belum 

cukup untuk 

mencegah 

terjadinya 

kerusakan sistem.

Meningkatkan frekuensi 

pemeliharaan sistem 

sesuai dengan 

kebutuhan dan berkala

Kepala Badan TW III

2 Data Base ASN Tidak 

Valid

Telah diterapkan proses 

validasi data untuk 

memastikan validitas 

data yang dimasukkan 

ke dalam Data Base 

ASN.

Proses validasi 

data yang 

diterapkan belum 

cukup efektif untuk 

mendeteksi dan 

memperbaiki data 

yang tidak valid.

Rekonsiliasi data base 

yang ada di  bkpsdm 

dengan data base gaji di 

BKAD - Rekonsiliasi 

dengan PD - rekonsiliasi 

dengan BKN

Kepala Badan TW II

3 Kebocoran Soal Ujian 

UPKP

Melaksanakan 

koordinasi dengan pihak 

penyelenggara

Kurangnya 

koordinasi dalam 

proses 

penyelenggaraan 

UPKP.

Membuat MoU dengan 

pihak penyelenggara 

UPKP yang terakreditasi

Kepala Bidang 

Pengembangan 

SDM

TW II & TW 

III

4 Terdapat ASN yang 

tidak melaksanakan 

pendidikan lanjutan

Telah dialokasikan 

anggaran untuk 

membiayai pendidikan 

lanjutan ASN.

ASN tidak 

mengetahui 

program 

pendidikan 

lanjutan yang 

tersedia dan 

sesuai dengan 

kebutuhan 

mereka.

Menyebarkan informasi 

tentang program 

pendidikan lanjutan yang 

tersedia baik yang 

dibiayai APBD maupun 

kerjasama dengan 

kemetrian melalui 

berbagai media, seperti: 

website, email, dan surat 

pengumuman.

Kepala Bidang 

Pengembangan 

SDM

TW III

5 Ketidakpahaman 

Pegawai mengenai 

Jabatan Fungsional, 

baik pengetahuan, 

kebijakan dan 

peraturan

Telah dilakukan 

sosialisasi kepada 

pegawai tentang 

Jabatan Fungsional, 

termasuk pengetahuan, 

kebijakan, dan peraturan 

yang terkait dengan 

Jabatan Fungsional.

Sosialisasi yang 

dilakukan belum 

cukup efektif untuk 

menjangkau 

seluruh pegawai 

dan belum 

memberikan 

pemahaman yang 

menyeluruh 

tentang Jabatan 

Fungsional.

Menyediakan informasi 

tentang Jabatan 

Fungsional melalui 

berbagai media yang 

mudah diakses oleh 

seluruh pegawai, seperti: 

website dan media 

sosial.

Kepala Bidang 

Pengembangan 

SDM

TW IV

Risiko Strategis Pemda

RISIKO STRATEGIS OPD URUSAN UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN

RISIKO OPERASIONAL OPD URUSAN UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN

2. Rencana Tindak Pengendalian 

Rencana Tindak Pengendalian (RTP) merupakan laporan yang berisi langkah-langkah yang 

akan diambil untuk mengendalikan risiko prioritas yang telah diidentifikasi dan dianalisis. 

RTP merupakan bagian penting dari proses manajemen risiko yang efektif. Adapun Rencana 

Tindak Pengendalian Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 

Kabupaten Purwakarta adalah sebagai berikut:  
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No. Risiko Prioritas
Uraian Pengendalian 

yang Sudah Ada

Celah 

Pengendalian

Rencana Tindak 

Pengendalian

Pemilik / 

Penanggung 

Jawab

Target Waktu 

Penyelesaian

a b c d e f g

I

1 Terdapat ASN yang 

tidak melaksanakan 

pendidikan lanjutan

Mensosialisasikan 

informasi beasiswa dan 

program pendidikan 

lanjutan ke seluruh 

Pengelola 

Kepegawaian, baik yang 

biayai APBD maupun 

kerjasama beasiswa 

dari kementrian

Informasi tidak 

sampai secara 

menyeluruh ke 

pegawai

Mensosialisasikan 

kembali informasi 

beasiswa dan program 

pendidikan lanjutan ke 

seluruh media sosial

Kepala Daerah TW III

2 Rendahnya 

Pemahaman Aparatur 

Sipil Negara mengenai 

penerapan Sistem 

Merit dalam Kebijakan 

dan Manajemen ASN

Mensosialisasikan 

informasi Mengenai 

penerapan Sistem Merit 

melalui medsos

Informasi tidak 

sampai secara 

menyeluruh ke 

pegawai

Mensosialisasikan 

kembali informasi 

Mengenai penerapan 

Sistem Merit melalui 

medsos secara berkala 

dan melalui pelaksanaan 

bimtek atau sosialisasi 

perundang-undangan

Kepala Daerah TW I -TW IV

II

1 Banyak ASN yang 

tidak mengikuti 

pengembangan 

kompetensi

Pelaksanaan diklat 

secara bergiliran

Keterbatasan 

jumlah 

pelaksanaan dan 

jumlah peserta 

diklat

Menambah jumlah 

pelaksanaan dan jumlah 

peserta diklat

Kepala Badan TW I - TW IV

2 Ketidakselarasan 

target kinerja unit 

kerja/instansi dengan 

target kinerja individu 

serta pengukuran 

kinerjanya

Melaksanakan 

bimbingan teknis SKP

Informasi tidak 

sampai secara 

menyeluruh ke 

pegawai

Membuka coaching 

clinic penyusunan SKP

Kepala Badan TW II

3 Rendahnya jumlah 

pegawai fungsional

Mensosialisasikan 

informasi pelaksanaan 

uji kompetensi Jabatan 

Fungsional ke seluruh 

Pengelola Kepegawaian

Jumlah peserta 

yang mengikuti 

dan lulus uji 

kompetensi 

rendah

Mensosialisasikan 

kembali informasi 

pelaksanaan uji 

kompetensi melalui 

media sosial secara 

berkala

Kepala Bidang 

Pengembangan 

SDM

TW I

4 Tidak ada update data 

kepegawaian yang 

dilakukan peserta 

pendidikan dan 

pelatihan

Telah dikembangkan 

aplikasi update data 

kepegawaian online 

untuk mempermudah 

proses update data.

Masih banyak 

peserta yang 

belum memahami 

dengan baik 

pentingnya update 

data 

kepegawaian.

Mempermudah proses 

update data 

kepegawaian melalui 

aplikasi.

Kepala Bidang 

Pengadaan

TW III

III

1 disfungsi sistem atau 

sistem tidak bisa 

digunakan

Melakukan pemeliharaan 

sistem secara berkala 

untuk mencegah 

terjadinya kerusakan 

sistem.

Frekuensi 

pemeliharaan 

sistem belum 

cukup untuk 

mencegah 

terjadinya 

kerusakan sistem.

Meningkatkan frekuensi 

pemeliharaan sistem 

sesuai dengan 

kebutuhan dan berkala

Kepala Badan TW III

2 Data Base ASN Tidak 

Valid

Telah diterapkan proses 

validasi data untuk 

memastikan validitas 

data yang dimasukkan 

ke dalam Data Base 

ASN.

Proses validasi 

data yang 

diterapkan belum 

cukup efektif untuk 

mendeteksi dan 

memperbaiki data 

yang tidak valid.

Rekonsiliasi data base 

yang ada di  bkpsdm 

dengan data base gaji di 

BKAD - Rekonsiliasi 

dengan PD - rekonsiliasi 

dengan BKN

Kepala Badan TW II

3 Kebocoran Soal Ujian 

UPKP

Melaksanakan 

koordinasi dengan pihak 

penyelenggara

Kurangnya 

koordinasi dalam 

proses 

penyelenggaraan 

UPKP.

Membuat MoU dengan 

pihak penyelenggara 

UPKP yang terakreditasi

Kepala Bidang 

Pengembangan 

SDM

TW II & TW 

III

4 Terdapat ASN yang 

tidak melaksanakan 

pendidikan lanjutan

Telah dialokasikan 

anggaran untuk 

membiayai pendidikan 

lanjutan ASN.

ASN tidak 

mengetahui 

program 

pendidikan 

lanjutan yang 

tersedia dan 

sesuai dengan 

kebutuhan 

mereka.

Menyebarkan informasi 

tentang program 

pendidikan lanjutan yang 

tersedia baik yang 

dibiayai APBD maupun 

kerjasama dengan 

kemetrian melalui 

berbagai media, seperti: 

website, email, dan surat 

pengumuman.

Kepala Bidang 

Pengembangan 

SDM

TW III

5 Ketidakpahaman 

Pegawai mengenai 

Jabatan Fungsional, 

baik pengetahuan, 

kebijakan dan 

peraturan

Telah dilakukan 

sosialisasi kepada 

pegawai tentang 

Jabatan Fungsional, 

termasuk pengetahuan, 

kebijakan, dan peraturan 

yang terkait dengan 

Jabatan Fungsional.

Sosialisasi yang 

dilakukan belum 

cukup efektif untuk 

menjangkau 

seluruh pegawai 

dan belum 

memberikan 

pemahaman yang 

menyeluruh 

tentang Jabatan 

Fungsional.

Menyediakan informasi 

tentang Jabatan 

Fungsional melalui 

berbagai media yang 

mudah diakses oleh 

seluruh pegawai, seperti: 

website dan media 

sosial.

Kepala Bidang 

Pengembangan 

SDM

TW IV

Risiko Strategis Pemda

RISIKO STRATEGIS OPD URUSAN UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN

RISIKO OPERASIONAL OPD URUSAN UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
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No 

Kegiatan 

Pengendalian yang 

dibutuhkan 

Media/Bentuk 

Sarana 

Pengkomunikasia

n 

Penyedia 

Informas

i 

Peneri

ma 

Inform

asi 

Rencana 

Waktu 

Pelaksan

aan 

Realisasi 

Waktu 

Pelaksan

aan 

Ket 
Link 

Eviden 

I. Risiko Strategis Pemda 

1.1 Mensosialisasikan 

kembali informasi 

beasiswa dan 

program 

pendidikan lanjutan 

ke seluruh media 

sosial 

Media Sosial, 

Surat 

pengumuman/und

angan ke OPD 

BKPSDM ASN 

Kab. 

Purwak

arta 

TW III    

1.2 Mensosialisasikan 

kembali informasi 

Mengenai 

penerapan Sistem 

Merit melalui 

medsos secara 

berkala dan melalui 

pelaksanaan bimtek 

atau sosialisasi 

perundang-

undangan 

Media Sosial, 

Surat 

pengumuman/und

angan ke OPD 

BKPSDM ASN 

Kab. 

Purwak

arta 

TW I -

TW IV 

 

TW I Sistem merit 

merupakan sistem 

yang 

mendasarkan 

pengelolaan ASN 

berdasarkan 

kompetensi, 

kinerja, dan 

prestasi. Melalui 

Core value 

BerAKHLAK 

diharapkan ASN 

Purwakarta dapat 

menjadi ASN 

yang profesional, 

berkinerja tinggi, 

dan berorientasi 

pada pelayanan 

publik. Seseuai 

dengan tujuan 

dari Sistem Merit 

yaitu mewujudkan 

ASN yang 

profesional dan 

berkinerja tinggi. 

 

https://dr

ive.googl

e.com/dri

ve/folder

s/1IWDi

Ta9AhN

8mG2Ht

De0ox45

GnlZzcf

An?usp=

sharing 

 

II. RISIKO STRATEGIS OPD URUSAN UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 

2.1 Menambah jumlah 

pelaksanaan dan 

jumlah peserta 

diklat. 

Penyelenggaraan 

Uji Kompetensi 
BKPSDM ASN 

Kab. 
Purwa
karta 

TW I - 
TW IV 

TW I Penambahan 
jumlah peserta 
diklat dari 122 
orang pada 
tahun 2023 
menjadi 147 
orang pada 
tahun 2024 

https://dri

ve.google

.com/driv

e/folders/

1elT3SZ

VutoWz

PU27zw

qPJjnCI_

NtUHhe?

Berdasarkan hasil pemantauan diketahui bahwa, pengendalian atas risiko pada triwulan I tahun 

2024 telah dilaksanakan sesuai dengan rencana dan telah efektif mengendalikan risiko.  

1. Jumlah kegiatan pengendalian yang direncanakan pada triwulan I Tahun 2024 sebanyak 3 

kegiatan pengendalian. 

2. Jumlah kegiatan pengendalian yang telah terealisasi pada triwulan I Tahun 2024 sebanyak 

3 kegiatan atau 100% dari 3 kegiatan pengendalian. 

B. Realisasi Kegiatan Pengelolaan Risiko 

https://drive.google.com/drive/folders/1IWDiTa9AhN8mG2HtDe0ox45GnlZzcfAn?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1IWDiTa9AhN8mG2HtDe0ox45GnlZzcfAn?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1IWDiTa9AhN8mG2HtDe0ox45GnlZzcfAn?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1IWDiTa9AhN8mG2HtDe0ox45GnlZzcfAn?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1IWDiTa9AhN8mG2HtDe0ox45GnlZzcfAn?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1IWDiTa9AhN8mG2HtDe0ox45GnlZzcfAn?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1IWDiTa9AhN8mG2HtDe0ox45GnlZzcfAn?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1IWDiTa9AhN8mG2HtDe0ox45GnlZzcfAn?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1IWDiTa9AhN8mG2HtDe0ox45GnlZzcfAn?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1IWDiTa9AhN8mG2HtDe0ox45GnlZzcfAn?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1IWDiTa9AhN8mG2HtDe0ox45GnlZzcfAn?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1elT3SZVutoWzPU27zwqPJjnCI_NtUHhe?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1elT3SZVutoWzPU27zwqPJjnCI_NtUHhe?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1elT3SZVutoWzPU27zwqPJjnCI_NtUHhe?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1elT3SZVutoWzPU27zwqPJjnCI_NtUHhe?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1elT3SZVutoWzPU27zwqPJjnCI_NtUHhe?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1elT3SZVutoWzPU27zwqPJjnCI_NtUHhe?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1elT3SZVutoWzPU27zwqPJjnCI_NtUHhe?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1elT3SZVutoWzPU27zwqPJjnCI_NtUHhe?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1elT3SZVutoWzPU27zwqPJjnCI_NtUHhe?usp=sharing
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usp=shari

ng 

 

2.2 Membuka coaching 

clinic penyusunan 

SKP. 

Mengadakan 

seminar tentang 

penyusunan SKP, 

memberikan 

kesempatan 

kepada Pengelola 

kepegawaian 

Perangkat Daerah 

untuk berlatih 

menyusun SKP 

dengan 

bimbingan 

narasumber dari 

coaching clinic. 

BKPSDM ASN 
Kab. 
Purwa
karta 

TW II TW II   

2.3 Mensosialisasikan 

kembali informasi 

pelaksanaan uji 

kompetensi melalui 

media sosial secara 

berkala. 

Media Sosial, 

Surat 

pengumuman/und

angan ke OPD 

BKPSDM ASN 
Kab. 
Purwa
karta 

TW I TW I Surat 
undangan 
pelaksanaan 
ujikom JF 
Perencana & 
Ujikom Analis 
SDM Aparatur 

https://dri

ve.google

.com/driv

e/folders/

1xjEJzzn

2VUhoK

6VyXKf

uRx8y85

hCbs6l?u

sp=sharin

g 

 

2.4 Mempermudah 

proses update data 

kepegawaian 

melalui aplikasi. 

Bagikan 

informasi tentang 

kemudahan 

update data 

kepegawaian 

melalui aplikasi 

di media sosial 

instansi. 

BKPSDM ASN 
Kab. 
Purwa
karta 

TW III    

III. RISIKO OPERASIONAL OPD URUSAN UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 

3.1 Meningkatkan 
frekuensi 
pemeliharaan 
sistem sesuai 
dengan 
kebutuhan dan 
berkala 

Media Sosial, 
Surat 
pengumuman/u
ndangan ke 
OPD 

BKPSDM ASN 
Kabup
aten 
Purwa
karta 

TW III    

3.2 Rekonsiliasi data 
base yang ada di  
bkpsdm dengan 
data base gaji di 
BKAD - 
Rekonsiliasi 
dengan PD - 
rekonsiliasi 
dengan BKN 

Surat undangan 
ke OPD, rapat 
internal 

BKPSDM Pengel
ola 
kepeg
awaia
n 

TW II    

3.3 Membuat MoU 
dengan pihak 
penyelenggara 

Koordinasi 
dengan pihak 
penyelenggara 

BKPSDM Pihak 
penyel

TW II & 
TW III 

   

https://drive.google.com/drive/folders/1elT3SZVutoWzPU27zwqPJjnCI_NtUHhe?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1elT3SZVutoWzPU27zwqPJjnCI_NtUHhe?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1xjEJzzn2VUhoK6VyXKfuRx8y85hCbs6l?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1xjEJzzn2VUhoK6VyXKfuRx8y85hCbs6l?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1xjEJzzn2VUhoK6VyXKfuRx8y85hCbs6l?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1xjEJzzn2VUhoK6VyXKfuRx8y85hCbs6l?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1xjEJzzn2VUhoK6VyXKfuRx8y85hCbs6l?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1xjEJzzn2VUhoK6VyXKfuRx8y85hCbs6l?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1xjEJzzn2VUhoK6VyXKfuRx8y85hCbs6l?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1xjEJzzn2VUhoK6VyXKfuRx8y85hCbs6l?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1xjEJzzn2VUhoK6VyXKfuRx8y85hCbs6l?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1xjEJzzn2VUhoK6VyXKfuRx8y85hCbs6l?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1xjEJzzn2VUhoK6VyXKfuRx8y85hCbs6l?usp=sharing
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UPKP yang 
terakreditasi 

enggar
a 

3.4 Menyebarkan 
informasi tentang 
program 
pendidikan 
lanjutan yang 
tersedia baik 
yang dibiayai 
APBD maupun 
kerjasama 
dengan 
kemetrian 
melalui berbagai 
media, seperti: 
website, email, 
dan surat 
pengumuman. 

Media Sosial, 
Surat 
pengumuman/u
ndangan ke 
OPD 

BKPSDM ASN 
Kabup
aten 
Purwa
karta 

TW III    

3.5 Menyediakan 
informasi tentang 
Jabatan 
Fungsional 
melalui berbagai 
media yang 
mudah diakses 
oleh seluruh 
pegawai, seperti: 
website dan 
media sosial. 

Media Sosial, 
Surat 
pengumuman 
ke OPD, 
website 

BKPSDM ASN 
Kabup
aten 
Purwa
karta 

TW IV    
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Manajemen Risiko fokus kepada tindak pengendalian atas program dan 

kegiatan yang dilaksanakan. Dalam setiap pelaksanaan kegiatan 

penyelenggaraan pemerintahan sudah tentu akan menemukan 

hambatan yang apabila tidak diupayakan pemecahannya akan 

berdampak buruk pada pencapaian kinerja Organisasi. Namun, dalam 

pelaksanaannya  tidak ada hambatan yang berarti dalam pengelolaan 

risiko triwulan I tahun 2024 pada Badan Kepegawaian dan 

Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Purwakarta. 

Pengendalian telah dilaksanakan sesuai dengan jadwal dan telah efektif 

mengendalikan risiko yang telah diidentifikasi dan dianalisis pada RTP 

Tahun 2024. 

04 

 
HAMBATAN 

PELAKSANAAN 

KEGIATAN 
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Tanggal 

Terjadi
Sebab Dampak

I Risiko Strategis Pemda

I

1 Terdapat ASN yang tidak 

melaksanakan pendidikan 

lanjutan

RSP.24.01.05.01 Sosialisasi 

pengumuman  beasiswa 

dan program 

pendidikan lanjutan 

TW III

2 Rendahnya Pemahaman 

Aparatur Sipil Negara 

mengenai penerapan Sistem 

Merit dalam Kebijakan dan 

Manajemen ASN

RSP.24.01.05.02 Tidak Terjadi Tidak Terjadi Tidak Terjadi Tidak 

Terjadi

Mensosialisasikan 

informasi Mengenai 

penerapan Sistem Merit 

melalui medsos secara 

berkala

TW I -TW IV TW II Sistem merit merupakan 

sistem yang mendasarkan 

pengelolaan ASN 

berdasarkan kompetensi, 

kinerja, dan prestasi. 

Melalui Core value 

BerAKHLAK diharapkan 

ASN Purwakarta dapat 

menjadi ASN yang 

profesional, berkinerja 

tinggi, dan berorientasi 

pada pelayanan publik. 

Seseuai dengan tujuan 

dari Sistem Merit yaitu 

mewujudkan ASN yang 

profesional dan berkinerja 

tinggi.

II

1 Banyak ASN yang tidak 

mengikuti pengembangan 

kompetensi

RSO.24.38.30.01 Tidak Terjadi Tidak Terjadi Tidak Terjadi Tidak 

Terjadi

Menambah jumlah 

pelaksanaan dan jumlah 

peserta diklat

TW I - TW IV TW I Telah dilaksanakan diklat 

teknis

2 Ketidakselarasan target 

kinerja unit kerja/instansi 

dengan target kinerja 

individu serta pengukuran 

kinerjanya

RSO.24.38.30.06 Membuka coaching 

clinic penyusunan SKP

TW II

3 Rendahnya jumlah pegawai 

fungsional

RSO.24.38.30.08 Tidak Terjadi Tidak Terjadi Tidak Terjadi Tidak 

Terjadi

Mensosialisasikan 

kembali informasi 

pelaksanaan uji 

kompetensi melalui 

media sosial secara 

berkala

TW I TW I Telah dilaksanakan melalui 

uji kompetensi JF 

Perencana dan Uji 

Kompetensi Analis SDM 

Aparatur

4 Tidak ada update data 

kepegawaian yang 

dilakukan peserta 

pendidikan dan pelatihan

RSO.24.38.30.17 Mempermudah proses 

update data 

kepegawaian melalui 

aplikasi.

TW III

III

1 disfungsi sistem atau sistem 

tidak bisa digunakan

ROO.24.38.30.02 Meningkatkan 

frekuensi pemeliharaan 

sistem sesuai dengan 

kebutuhan dan berkala

TW III

2 Data Base ASN Tidak Valid ROO.24.38.30.03 Rekonsiliasi data base 

yang ada di  bkpsdm 

dengan data base gaji 

di BKAD - Rekonsiliasi 

dengan PD - 

rekonsiliasi dengan 

BKN

TW II

3 Kebocoran Soal Ujian 

UPKP

ROO.24.38.30.07 Membuat MoU dengan 

pihak penyelenggara 

UPKP yang 

terakreditasi

TW II & TW III 0

4 Terdapat ASN yang tidak 

melaksanakan pendidikan 

lanjutan

ROO.24.38.30.09 Menyebarkan informasi 

tentang program 

pendidikan lanjutan 

yang tersedia baik yang 

dibiayai APBD maupun 

kerjasama dengan 

kemetrian melalui 

berbagai media, seperti: 

website, email, dan 

surat pengumuman.

TW III

5 Ketidakpahaman Pegawai 

mengenai Jabatan 

Fungsional, baik 

pengetahuan, kebijakan dan 

peraturan

ROO.24.38.30.11 Menyediakan informasi 

tentang Jabatan 

Fungsional melalui 

berbagai media yang 

mudah diakses oleh 

seluruh pegawai, 

seperti: website dan 

media sosial.

TW IV

RISIKO OPERASIONAL OPD URUSAN UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN

Risiko Strategis Pemda

RISIKO STRATEGIS OPD URUSAN UNSUR PENUNJANG URUSAN 

PEMERINTAHAN

No.

Risiko yang teridentifikasi Kode Risiko KeteranganKet RTP
Rencana 

Pelaksanaan RTP

Realisasi 

Pelaksanaan 

RTP

Kejadian Risiko

MONITORING RISIKO DAN RTP 
Tidak terdapat kejadian risiko yang muncul di triwulan I Tahun 2024 pada Badan Kepegawaian 

dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Purwakarta. Daftar pemantauan keterjadian 

risiko adalah sebagai berikut: 

 

05 
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Tanggal 

Terjadi
Sebab Dampak

I Risiko Strategis Pemda

I

1 Terdapat ASN yang tidak 

melaksanakan pendidikan 

lanjutan

RSP.24.01.05.01 Sosialisasi 

pengumuman  beasiswa 

dan program 

pendidikan lanjutan 

TW III

2 Rendahnya Pemahaman 

Aparatur Sipil Negara 

mengenai penerapan Sistem 

Merit dalam Kebijakan dan 

Manajemen ASN

RSP.24.01.05.02 Tidak Terjadi Tidak Terjadi Tidak Terjadi Tidak 

Terjadi

Mensosialisasikan 

informasi Mengenai 

penerapan Sistem Merit 

melalui medsos secara 

berkala

TW I -TW IV TW II Sistem merit merupakan 

sistem yang mendasarkan 

pengelolaan ASN 

berdasarkan kompetensi, 

kinerja, dan prestasi. 

Melalui Core value 

BerAKHLAK diharapkan 

ASN Purwakarta dapat 

menjadi ASN yang 

profesional, berkinerja 

tinggi, dan berorientasi 

pada pelayanan publik. 

Seseuai dengan tujuan 

dari Sistem Merit yaitu 

mewujudkan ASN yang 

profesional dan berkinerja 

tinggi.

II

1 Banyak ASN yang tidak 

mengikuti pengembangan 

kompetensi

RSO.24.38.30.01 Tidak Terjadi Tidak Terjadi Tidak Terjadi Tidak 

Terjadi

Menambah jumlah 

pelaksanaan dan jumlah 

peserta diklat

TW I - TW IV TW I Telah dilaksanakan diklat 

teknis

2 Ketidakselarasan target 

kinerja unit kerja/instansi 

dengan target kinerja 

individu serta pengukuran 

kinerjanya

RSO.24.38.30.06 Membuka coaching 

clinic penyusunan SKP

TW II

3 Rendahnya jumlah pegawai 

fungsional

RSO.24.38.30.08 Tidak Terjadi Tidak Terjadi Tidak Terjadi Tidak 

Terjadi

Mensosialisasikan 

kembali informasi 

pelaksanaan uji 

kompetensi melalui 

media sosial secara 

berkala

TW I TW I Telah dilaksanakan melalui 

uji kompetensi JF 

Perencana dan Uji 

Kompetensi Analis SDM 

Aparatur

4 Tidak ada update data 

kepegawaian yang 

dilakukan peserta 

pendidikan dan pelatihan

RSO.24.38.30.17 Mempermudah proses 

update data 

kepegawaian melalui 

aplikasi.

TW III

III

1 disfungsi sistem atau sistem 

tidak bisa digunakan

ROO.24.38.30.02 Meningkatkan 

frekuensi pemeliharaan 

sistem sesuai dengan 

kebutuhan dan berkala

TW III

2 Data Base ASN Tidak Valid ROO.24.38.30.03 Rekonsiliasi data base 

yang ada di  bkpsdm 

dengan data base gaji 

di BKAD - Rekonsiliasi 

dengan PD - 

rekonsiliasi dengan 

BKN

TW II

3 Kebocoran Soal Ujian 

UPKP

ROO.24.38.30.07 Membuat MoU dengan 

pihak penyelenggara 

UPKP yang 

terakreditasi

TW II & TW III 0

4 Terdapat ASN yang tidak 

melaksanakan pendidikan 

lanjutan

ROO.24.38.30.09 Menyebarkan informasi 

tentang program 

pendidikan lanjutan 

yang tersedia baik yang 

dibiayai APBD maupun 

kerjasama dengan 

kemetrian melalui 

berbagai media, seperti: 

website, email, dan 

surat pengumuman.

TW III

5 Ketidakpahaman Pegawai 

mengenai Jabatan 

Fungsional, baik 

pengetahuan, kebijakan dan 

peraturan

ROO.24.38.30.11 Menyediakan informasi 

tentang Jabatan 

Fungsional melalui 

berbagai media yang 

mudah diakses oleh 

seluruh pegawai, 

seperti: website dan 

media sosial.

TW IV

RISIKO OPERASIONAL OPD URUSAN UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN

Risiko Strategis Pemda

RISIKO STRATEGIS OPD URUSAN UNSUR PENUNJANG URUSAN 

PEMERINTAHAN

No.

Risiko yang teridentifikasi Kode Risiko KeteranganKet RTP
Rencana 

Pelaksanaan RTP

Realisasi 

Pelaksanaan 

RTP

Kejadian Risiko
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PENUTUP 

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat 

disimpulkan bahwa pada Badan Kepegawaian dan 

Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) 

Kabupaten Purwakarta telah melakukan analisis 

manajemen resiko disetiap program kegiatan yang ada. 

BKPSDM Kabupaten Purwakarta memiliki 40 yang 

teridentifikasi dan 11 diantaranya merupakan risiko 

prioritas. 

Untuk memastikan bahwa implementasi 

manajemen risiko berjalan sesuai dengan perencanaan 

serta sebagai dasar untuk melakukan perbaikan secara 

berkala terhadap proses manajemen risiko, BKPSDM 

Kabupaten Purwakarta melaksanakan strategi sebagai 

tindak lanjut monitoring risiko. 

Analisis manajemen resiko harus dilakukan agar 

dapat mengetahui seberapa besar resiko dari setiap 

Program/kegiatan yang dilaksanakan, sehingga dari 

resiko yang muncul dapat diminimalisir atau bahkan 

dapat dihilangkan. Diharapkan setiap Progmm/ 

kegiatan di BKPSDM Kabupaten Purwakarta dapat 

berjalan sesuai dengan tujuan. 

 

 

 

 

 

 

__________ 

_ 
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